: BUPATI WIUNA BARAT

PROVINSI SULAWES! TENGGARA
- PERATURAN BUPATI MUNA BARAT-
; NOMOR 108 TAHUN 2015

TENTANG

‘ RETRIBUSI PLNGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAI-IN‘A r TUHAN YANG MAHA ESA -
‘ BUPATI MUNA BARAT

a. bahwa dalam rangka menlngkatkan Pendapatan Asll Daerah
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan
pemerintah maka dipandang perlu untuk menindak lanjuti
ketentuan Fasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi  dilakukan  melalui  penyelenggaraan
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan dan huruf b, periu membentuk Peraturan

Bupati teitang Retribusi  Pengendalian
Telekomunikasi; '

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang
Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi

Tenggara.

2. 'Undang-Uncang- Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab -
Undang-Uncang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan

L.embaran Nzagara Republik Indenesia Nomor 3274)

3. Undang-Uncang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
Indonesia
Tahun 199¢ Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Uncang Nomor 12 Tahun 2011

Pembentugan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan _embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234),

5. Undang-Uncang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbanga1 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 201 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Uncang Nomior 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
-dan Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);
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7. Undang-Undang.--Nomor 28 Tahun .2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi. Daerah. (Lembaran Negara . Tahun
2009 Nomor - 130, . Tambahan Lembaran Negara: Nomor .
5049); . .‘

- 8 A.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
- Perlindungan . : -dan - Pengelolaan ngkungan Hidup
S ;;(Lembaran l\egara Repubhk Indonesia . Tahun 2009 -Nomor ®
140, Tambzhan' Lembaran Negara Republlk Indonesia -
o Nomor5059,, :
. 9.33.'Undang-Undanq Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur :
o SipilNegara . :
10.:Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang v
- "Pemerintahan . - Daerah "~ (L. embaran - Negara Republik -
- “Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran
- *Negara Republlk Indonesia Nomor: 5587) sebagalmana telah
‘diubah 'beberapa kali, terakhir .dengan Undang-Undang
‘Nomor 9 Tahun 2015, Tentang: Perubahan Kedua Atas -
: rUndang-Uhdang Nomor 23 . .Tahun. 2014 - Tentang
- Pemermtahan ~Daerah (Lembaran Negara - Republik -
: : .~ . lindonesia: Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran .
U ‘ - . Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . - :

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang'
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang
Penggunaar Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3981);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaar Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Fembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

L Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
" Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/<ota (Lembaran Negara Repoblik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repoblik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Irdonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5§161);

18. Peraturan ‘ieiiteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah:

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 2



U

22,

: .Tahun 200L Tentang Pembangunan dan Penggunaan

21

Menara Bersama Telekomunikasi; . = .
Peraturan Bersama Menteri Dalam ;Negen, Menterl '

. Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan
-+ ‘Kepala Badan: Koordmasu Penanaman. Modal Nomor : 18

:?i;-Tahun 2009 “Nomor -: IPRT --/M/2009,  Nomor

© M9IPERIM.KOMINFO/03/2009; Nomor : 3/P/2009. Tanggal

1230 ‘Maret 2009 Tentang: Pedornan Pembangunan dan :

© 'Penggunaan Bersama Menara Telekomuriikasi; - :
‘Peraturan Manteri Dalam Negeri - Nomor 54 Tahun 2009
: _Tentang Tata Naskah Dinas Dilingkup Pemerintah Daerah ;
- 23,

Peraturap ‘NVenteri ‘Dalam. Negen ‘Nomor 1. Tahun 2014 '

’ ‘Tentang Pémbentukan Produk:Hukum Daerah;

24.

‘Peraturan BLpati Muna Barat Nomor 13:tahun; 2015 Tentang -

~'iiﬁPembentuka"n Orgamsa& dan. Tata: Keqa Dinas : Daerah :

o ;?ngkup Pemermtah Kabupaten Muna Barat o

Z"uﬁfMEMUTUSKAN

" Menetapkan i - PERA I'URAN BUPATI MUNA BARAT-TENTANG

" RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUN.KASI

BAB |
" KETENTUAN UMUN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud cengan :

1.

2,
3.
4,

10

11.

Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna
Barat. :

Bupati adalan Bupatt Muna Barat,

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlake..

. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Muna Barat.

. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten

Muna Barat.

. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima

pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Muna Barat.

. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman,

dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk
tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi
melalui sistem kawat,optik, radio atau sistim elektromagnetik
lainnya.

. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan,

koperasi, badan ‘usaha milik daerah, badan usaha milik
negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan
instansi pertahanan keamanan negara.

.'Penyelenggaraan  Telekomunikasi  adalah kegiatan

penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga
memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Menara Telckomunikasi, yang selanjutnya disebut menara,
adalah banc unan-bangunan untuk kepentingan umum yang
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didiﬁkanfdiatas' tanah, atau.banguh,a‘n yang merupakan satu
kesatuan: konstruksi dengan bangunan gedung yang

- dlpergunakan -untuk - kepentingan - umum yang struktur -
i snknya dapat berupa rangka baja yang'diikat oleh berbagai

- L simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa slmpul .dimana -

o+ fungsi, deszin ~dan konstruksinya : disesuaikan sebagai :

i sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunukasn :
:Penyedla Menara yang selan;utnya disebut penyedia-adalah ;
- ».perseorapgan,’ koperas: badan usaha milik daerah, badan :
~ + usaha milik 1 .egara atau badan: usaha swasta yang memiliki

" dan- mengelola ‘menara telekomunikasi: untuk digunakan

" 'bersama-oleh penyelenggara telekomunikasi.

13.

‘.Pengelola Menara adalah badan  usaha yang méngelola

. .idanlatau mengoperaslkan menara yang dlmmkl oleh pihak

14,

15

©lain. . ,
;Pengguna Menara Telekomumkasx adalah operator :
- ‘penyedia jasa; Iayanan telekomunikasi yang menyewa atau =
- ‘menggunakan menara telekomumkasa ‘ '

*Izin-Mendirikan. Bangunan Menara.yang. selanjutnya dnsebut :
. IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan menara yang

dlbenkan Bupati atau pejabat:. -yang - ditunjuk ‘ kepada -
penyedia atau pengelola menara telekomunikasi untuk -

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi
sesuai dencan persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis yang berlaku.

. Menara Be-sama adalah menara telekomunikasi yang

digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara
Telekomunikasi.

Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah penataan,
pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan
pengoperasian menara telekomunikasi.

Standar Nasional indonesia (SNI), yang selanjutnya
disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan
Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian iin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan hukum.

Retribusi  Pengendalian Menara TelekomumkaS| yang
selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,
keamanan, dan kepentingan umum.

Retribusi Jasa. Umum adalah jasa yang disediakan atau
diberikan olzh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan keman‘aatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
perorang atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retibusi
pengendalian menara telekomunikasi termasuk pemungutan
atau pemotongan retribusi.

Masa Retrbusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatian jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan



retribusi. kepada wajib retribusi serta pengawasan
_penyetorannya.: .

25. Surat Setoran- Retnbusi Daerah yanq disingkat SSRD,
‘adalah surat ketetapan yang oleh waijib retribusi digunakan
-untuk - melakukan pembayaran -atau. penyetoran .retribusi .

terutang ke xas daerah atau tempat pembayaran lam yang =

dltetapkan o.eh Pemerintah Daerah, -

L '-'if"ji26 Surat - Ketetapan ~Retribusi : Daerah selanjutnya dapat : -

dlsmgkat -SKRD. adalah surat: keputusan yang menentukan ‘.
besarnya jumlah pokok: retnbusi :

i:2'{ - Surat Ketetapan Retnbusu Daerah Leblh Bayar, dapat
S dlsmgkat SKRDLB, adalah . surat: “ketetapan retribusi lebih ;-

besar ‘dari pada retnbusn \ yang texutang atau tidak
seharusnya lerutang. - :

: 28 Surat Taglhan Retrnbusu 'Daerah yang dlsmgkat STRD%

.adalah surat untuk melakukan tagihan. retribusi dan/atau
' sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

29 Nilai Jual Objek Pajak, selanjutnya- dlsmgkat NJOP, adalah :

. harga rata rata: 'yang. diperoleh dari transaksi jual beli yang :
- terjadi secara;wajar, dan’ bllamana tidak: terdapat transaksi :

| . jual belj, ‘NJOP ditentukan - ma.lalm perbandingan harga :

dengan Tain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau
NJOP pengganti.

30. Keterangan Rencana  Kota Menara Telekomunikasi
selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi
adalah infoimasi tentang persyaratan tata bangunan dan
lingkungan untuk pendirian menara telekomunikasi yang
diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulican, mengolah data dan/atau keterangan
lainnya untuk menguji kepatuhan kewaijiban retribusi daerah
dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang-'Jndangan Retribusi Daerah.

32. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sip| yang selanjutnya disebut penyidik, untuk
mencari. sarta mengumpulkan bukti dan informasi,
selanjutnya dengan bukti itu menjadi jelas tindak pidananya
di bidang retribusi daerah serta dapat menemukan
tersangkany a.

: BAB i
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
dipungut retricusi atas pernanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi

Pasal 3
Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,
keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 4
Subyek retnb.nss adalah setiap orang atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara
telekomunikasi yang diberikan.



(3) ldentltas hukJm sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),
- terdiri dari : _ .

" -a.nama dan alamat pemili; -
- b. nama penanggung jawab;

- ¢. lokasi menara;:
oo d. tinggi menara, ‘ : :
e ‘e. tahun pembqatan/pemasangan menara A
(0 -2 f kontraktor menara; dan - Ll
-7 % g.beban maksnmum menara. D )
ol ;f‘;h nomordan tanggal izin IMB

: 0 BaB W L
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA |

Pasal 1 1.

'T“ngkat penggur aan“jasa pengendalian menara telekomunlkasu
- diukur - berdasarkan frekuensi: . pelayapan :pengawasan,

pengendalian, ~pengecekan, dan - pemantauan tethadap f

. ‘perizinan menara telelkomunikasi, ‘keadaan fisik menara :

telekomunikasi, dan potensi kemungklnan tnmbulnya gangguan .
dari berbagai rihak atas berdirinya  menara dan gangguan °
terhadap menara telekomunikasi yang dilaksanakan dan
diberikan oleh pemerintah daerah.

BAB VII
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
| DAN BiZSARNYA TARIF

, Pasal 12
Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya pengawasan dan pengendalian atas
pemanfaatan ruang bagi menara telekomunikasi, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian
menara telekormunikasi.

BAB Vil
STRUKTUR, BESAR DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi
ditetapkan dengan rumus sebagai berikut : tarif retribusi =
2% x ( Nilai Jual Objek Pajak menara).

(2) Tarif retriousi pengendalian menara telekomunikasi
digolongkan berdasarkan ketinggian menara sebagaimana
yang dimaksud padz ayat (1)

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi berlaku untuk menara
tunggal madJpun menara bersama.

(4) Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

BAB IX
+  WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut
dalam wilayah <abupaten Muna Barat



_ Pasal § '
Wajlb retnbusu adalah setiap ocrang 3tau badan yang .
\menyedlakan ‘menara telekomunikasi untuk dimanfaatkan oleh
L pengusaha telekomumkasu dalam rangka pe(luasan transmusu

SR

TR BAB IIIK SERIDCI |
PENYELENG(‘ARA MENARA TELEKOMUNIKASI

I : Paaal 6 ,4;
Penyelenggaraan menara telekomumkasn dllakukan oleh )

. : perusahaan yang: beugerak dibidang - telekomumkasu dan -

’ lnformatlka yang berloka%u d| daerah Kabupaten Muna Barat

Pasal 7

. .;Untuk mendmkcn ménara telekomumkasn d» daerah Kabupaten‘ :

Muna Barat wajib mendapatkan izin pembangunan menara dari
~ Pemerintah . Daerah melalui Dmas Perhubungan Komlnfo ;
’ Kabupaten Muna Barat S '
TN Y paBw ?f'f":
" GOLONGAN RETRIBUS!

Pasal 8
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan ke
dalam retribusi jasa umurn.

| BABV
KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 9
(1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan

memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan
kenyamanan warga, serta kesinambungan pertumbuhan
industri telekomunikasi.

(2) Pembangunzn Menara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi SNI dan standar baku sebagai berikut:
a. struktur tanah;

b. tempat/space penempatan perangkat
c. ketinggian menara;

d. struktur menara;

e. rangka struktur menara;

f. pondasi menara;

g. kekuatan angin; dan

h. ketahanar: terhadap gempa.

Pasal 10
(1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan
identitas huk um yang jelas.
(2) Sarana pencukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
terdiri dari: ,
a. pertanahan (grounding);
b. penangka petir;
c. catu daya;
d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
e. marka halingan penerbangan (aviation obstruction
marking); dan
f. sarana lair nya sesuai dengan peraturan perundang
undangan
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| BAB X
' TATA CARA PEMUNGUTAN

‘ v Pasal1d '
(1) ‘Retnbus: dip .mgut dengan. menggunakan Surat Ketetapan
Retnbusn Dauan atau dokumen lain yang dlpersamakan

7(2) Dokumen fain’ yang dtpersamakan sebagaimana dlmaksud i

pada ayat (1).dapat: berupa karcus kupon dan kartu
Iangganan ol

3 (3) Pungutan dnlékdkan oleh petugas dan Dmas Perhubungan

Komumkasa dan lnforrnataka Kabupaten Muna Barat

N Y (AR
TEMPAT PENJBAYARAN

Pasal 16

‘ (1) Pembayaran retribusi dilakukan. melalui rekenmg bendahara

> penerima ‘Dinas, Perhubungan Komumkaal dan Informatlka
Kabupaten Muna:Barat. | N

(2) Dalam hal p=mbayaran tunai, hasnl penenmaan retnbusu
daerah harus disetor kerekening bendahara penerimaan
paling lambat 1x24 jam.

(3) Bendahara penerimaan rnenyetor hasil retribusi ke kas
daerah paling lambat sctiap bulan dalam tahun berjalan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunaiflunas
sejak diterbitkanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

(2) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan waijib retribusi
untuk menunda pembayaran retribusi atau retribusi terutang,
sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

(4) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan oleh
bendahara.

(5) Retribusi yarg tidak atau kurang dibayar ditagih dengan
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

(6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) didahului dengan surat teguran.

(7) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran, wajb retribusi harus melunasi retribusi yang
terutang.

(9) Surat teguren sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dikeluarkan o eh pejabat.



BABXIM
KEBERATAN

Pasal 18

| '(1) Waub retribqs dépat mengajukan keberélan kepada Bupatu

* atau pejabat- vang ditunjuk- atas Surat: Ketetapan Retnbusu
- Daerah atau dokumen lain yang; d|persamakan

g iif~L(2) Keberatant diajukan secara tertulis dalam bahasé Indbnesua
e dengan disertai alasan alasan jelas
o (3) Keberatan haius. duajukan dalam ;angka waktu palmg lama 3

(ttga) bulan S€ jak tangqal Surat. Ketetapan ‘Retribusi Daerah
diterbltkan., kecuali apablla “wajib | Tetribusi : -dapat
menunjukkan bahwa ]angka walktu: 'itu- tidak dapat dlpenuhu
" karena keadaan.diluar - kekuasaannya DT

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda. kewajlban membayar

letnbusn dan pelaksanaan penaglhan retnbusn s

Pasal 19

: (1) Bupatl dalam jangka waktu paling lafﬁa 6 (enam) bulan sejak

. tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan
"atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus diberi kepulusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat can Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kealebihan pembayaran retribusi dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. ,

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak - bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih
Bayar.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Waijib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran ratribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus membe ikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, pemmohonan pengembalian pembayaran
retribusi dlanggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu



palmg lama 1 (satu) bulan. . :

(4) Apabila Waijib Retribusi mempunyai’ utang retribusi lamnya
kelebihan ' pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada- ayat (1) langsung dlperhltungkan untuk melunasi

- .terlebih dahulu utang retribusi tersebut. -

e (5) Pengembahan keleblhan pembayaran: retnbusa sebagalmana

- . dimaksud-. pada -ayat (1) dilakukan : dalam jangka : waktu

“~paling - lama - 2:-(dua) " bulan. sqak dlterbltkannya Surat

Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar. .

o (6) :Apabila Rengembalian keleblhan .pembayaran retnbusn

dllakukan setelah: lewat jangka waktu 2.(dua) bulan, Bupatl

membenkan lmbalan tunga sebesar 2% (dua - persen)
; ? sebulan atas keterlambatan pembayaran keleblhan retnbusn

e BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Lt Pasal22 . |
(1)Hak untuk melakukan penagihan.. retribusi, kadaluwarsa
- setelah melampaul jangka waktu -3 (tlga) tahun terhltung

sejak saat - terutangnya retribusi, : - kecuali apabila Waijib

' Retribusi melakukan tindak pidana dlbldanq retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) -ertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. acia pengakuan utang retribusi dari Waijib
Retribusi  baik langsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi
dengan kesacarannya menyatakan masih mempunyai utang
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah. .

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

Pasal 23
(1) Piutang retrib usi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan. ‘
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)

BAB XVi
PENGURAN»:AN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 24
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterikan dengan memperhatikan kemampuan
Wiajib Retribusi.



(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

| diberikan’ dengan melihat fungsi objek retnbu3|
4) Ketentuan lebih-lanjut mengenai ‘tata ‘cara pengurangan,
kennganan dan- pembebasan retrubusu diatur dengan
Keputusan Bupatu Coo , S

R A BABXVII .
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal2s & . 'i:

B ‘(1) Bupatl melalui Dlhds Perhubungan Komunikasi dan

lnfomwatuka melakukan pengendallan dan pengawasan atas

pelaksanaan keglatan operasxonal menara telekomunikasi

dan . pung Jtan retnbusn pengendallan menara

3 - teleKomunika si.. '

. 31;5‘.(2) Pengendéhan dan pengawasan sebagalmana dlmaksud
o pada ayat: " (1) - dilakukan selama keglatan operasuonal
- menara telekomumkasa dtlakukan .

BAB XV III ~
INSENTIF PEMUNGUTAN

, Pasal 26
(1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telelkomunikasi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertent..
(2) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Bupati.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terteniu di lingkungan
pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik ‘untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah.

(2) Wewenang pe nyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang priibadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
eetribusi daerah ;

d. Memerikiksa buku-buku, catatan-cataian dan dokumen
dokumen ain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidiken tindak pidana di bidang retribusi



o daerah '

. .g. __-Menyuruh berhentn melarang .:.eseorang meninggalkan
T ruangan. “atau- tempat pada saat pemeriksaan sedang
e berlangsung dan memeriksa identitas orang dan: atau
”‘;_-i.dokumﬂn yang dlbawa sebagaamana dimaksud pada
2 hurufe ;o
h. Memotret seseorang yang berkaltan dengan tmdak

D pudana retribusi daerah ;

,Memanggl orang untuk dndengar keterangannya dan

- diperiksa sebagai tersanqka atau saks: L 3‘

- Menghentikan penyidikan ; '

. - Melakukan _tingakan - lain yanJ perlu untuk kelancaran
- penyidjkar  tindak pidana di bidang ‘retribusi daerah
’ menurpt hukum yang-dapat dipertanggung Jawabkan
(3) Penytdlk seoagalmana dimaksud - pada | .ayat: (1)

PR LT

S _';membentahukan muiamya penyldlkan dan meyampalkan

;f‘hasﬂ penyldikannya kepada penyldlk polrn sesuai dengan
" ketentuan : yang “diatur dalam" Undang-undang Nomor 8
“Tahun 1981 tentanq Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga me-ugikan xeuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak .
atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

| Pasal 29

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati yang
karena  kealpaannya tidak . memenuhi  kewaijiban
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) dan ay.! (2) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp. 4.000.000,00 (ernpat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang
dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau
seseorang ya1g menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban
pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan
orang yang ke rahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut
kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Waijib



Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak
pidana pengaduan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

irasal 30

Hal-hal yang belum dia'ur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kebupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal Y- S*2015

UNA BARAT

Diundangkan di Laworo -
Pada Tanggai .4 ~.S.2.. 2015

/ SEKERTARIS DAERAH.

\ . ' Sl i
\\ _DRS-ACHMAD LAMANI,_ M. Pd
% Pembina Utama Muda, Go' IV/e

- Nip.19561231 1735 03 1 159 .

BERITA DAERAH KABUP/ATEN MUNA BARAT TAHUN 2015
NOMOR: ..\ Ot e,
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